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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Dampak yuridis dari kewenangan sentralisasi oleh pemerintah pusat dalam 

mengatasi konflik lingkungan yang terjadi di Kabupaten Toba adalah Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Toba mengalami kebuntuan dalam bertindak 

dan tidak dapat melakukan intervensi secara langsung kepada para pihak 

yang berkonflik, lambatnya proses penyelesaian konflik akibat harus 

menunggu pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 

turun ke daerah dalam melakukan penegakan hukum, pencemaran 

lingkungan yang berkepanjangan akibat proses penyelesaian yang lambat, 

dan konflik yang berkepanjangan antara pihak masyarakat Kabupaten Toba 

dengan Pihak PT Toba Pulp Lestari. 

2. Alasan mengapa kewenangan penegakan hukum untuk mengatasi konflik 

lingkungan di daerah Kabupaten Toba menjadi kewenangan pemerintah 

pusat adalah karena Pemerintah Pusat ingin melakukan percepatan investasi 

di daerah, serta akibat dari faktor penegak hukum (aparat) yaitu PPNS yang 

belum tersedia di daerah, dan sarana dan fasilitas yang tidak terdapat di 

daerah. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka saran dari penulis sebagai berikut: 
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1. Perlunya pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang terkait 

kewenangan sentralisasi dalam hal penyelesaian konflik lingkungan yang 

terjadi di daerah, agar daerah juga diberikan kesempatan untuk dapat 

melakukan proses penegakan hukum secara mandiri apabila terjadi konflik 

di daerah, dan dalam melakukan proses penyelesaian konflik lingkungan 

yang terjadi di Kabupaten Toba, Pemerintah Pusat sebaiknya melibatkan 

para tokoh - tokoh adat untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. 

2. Perlunya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang ada di daerah dengan cara melakukan pelatihan dan juga pembentukan 

PPNS di daerah serta melengkapi sarana dan fasilitas yang ada di Dinas 

Lingkungan Hidup Toba. 
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